BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Terjadinya tindak pidana suap di Instansi Polri dipengaruhi oleh berbagai
faktor, faktor tersebut dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor
eksternal. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya
keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku pola hidup
konsumtif dan aspek social seperti keluarga yang dapat mendorong
seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal bisa ditinjau dari aspek
ekonomi seperti pendapatan gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, aspek
politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan
mempertahankan kekuasaan, aspek managemen dan organisasi Yyaitu
ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam
buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum
serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang
mendukung perilaku anti korupsi. Faktor-faktor tersebutlah yang
melatarbelakangi tindak pidana suap di Instansi Polri. Kasus tindak pidana
suap di Instansi Polri semakin banyak kasus yang terkuak karena perubahan
managemen yang terjadi di instansi Polri, walaupun sebagai penegak hukum
oknum polisi yang melakukan tindak pidana suap mendapatkan perlakuan

hukum yang sama sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Penindakan Terhadap Penerima Suap Oknum Polri yang terjadi di Instansi
Polri dilakukan dengan seadil-adilnya tanpa memandang jabatan semuanya
mendapatkan perlakuan hukum yang sama mulai dari penyidikan,
penangkapan, pengadilan sampai kepada Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Negeri semuanya telah dilaksanakan sesuai
prosedur hukum yang ada.

. Penanganan dan upaya yang dilakukan oleh Bareskrim Polri untuk
mencegah dan menanggulangi tindak pidana suap di Instansi Polri yaitu
dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri dengan cara
melakukan pencegahan melalui pembinaan keteladanan para perwira tinggi
Polri dan Sosialisasi kepada seluruh masyarakat bahwa dalam
menyelesaikan segala permasalahan gratis yang penting dilakukan sesuai
prosedur yang ada dan juga menjelaskan kepada masyarakat bahwa dalam
penerimaan Calon Siswa Pendidikan Kepolisian gratis tanpa dipungut biaya
yang penting mengikuti semua prosedur yang ada dan mempersiapkan diri
untuk menghadapi semua proses tes bisa lulus tanpa melalui suap menyuap
para pejabat tinggi kepolisian.

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadinya
tindak pidana yang berupa penerimaan laporan, melakukan penyidikan dan
penyelidikan, penangkapan, proses peradilan sampai mendapatkan putusan
dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingggi Negeri.

Menegakan keadilan dengan seadil-adilnya karena walaupun pelaku adalah



Oknum Polri mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum, jika
melanggar hukum maka akan diadili dengan seadil-adilnya sesuai Undang-

undang yang berlaku.

B. Saran

1.

Selain melakukan pembinaan terhadap semua anggota Polri perlu secara terus
menerus dilakukan adanya penanaman karakter tehadap semua anggota Polri
mulai dari perwira tinggi sampai ke bawah untuk meningkatkan keimanan
terhadap Tuhan YME supaya semuanya merasa takut akan dosa jika sampai
terlibat kasus suap. Juga perlu ditanamkan dalam diri semua anggota Polri
untuk hidup sederhana sesuai dengan kemampuannya agar tidak lagi tergiur
untuk menerima suap karena melihat jumlah uangnya yang banyak hanya
untuk memenuhi kehidupan yang konsumtif.

Bagi semua masyarakat perlu adanya Sosialisasi yang terus — menerus bahwa
semua masalah bisa selesai tanpa harus menegeluarkan suap jika melewati
prosedur yang berlaku. Juga perlu terus — menerus disosialisasikan kepada
semua masyarakat bahwa untuk masuk menjadi calon siswa pendidikan
kepolisian tidak dipungut biaya artinya gratis, jadi untuk semua masyarakat
yang ingin masuk menjadi calon siswa penndidikan kepolisian tidak perlu
membayar suap kepada pejabat tinggi kepolisian hanya untuk meluluskan,
semua masyarakat hanya perlu mendaftar dan memepersiapkan diri untuk

melewati semua proses tes sampai bisa lulus.
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